
68 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum 

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kegiatan Pengawasan 

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang” penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Banyaknya peraturan dan perubahan peraturan yang mengatur mengenai 

kegiatan usaha pertambangan hingga reklamasi pascatambang dapat 

membuka kemungkinan untuk terjadinya inkonsistensi pengaturan, pada 

Bab IV penulis sudah melakukan analisis mengenai konsistensi dari 

tiap-tiap peraturan yang berlaku bagi kegiatan usaha pertambangan 

hingga reklamasi dan pascatambang, yang menghasilkan bahwa 

peraturan mengenai syarat, kewajiban bagi pemegang IUP/IUPK operasi 

produksi, pelaksanaan kewajiban bagi pemegang IUP/IUPK operasi 

produksi, dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang 

IUP/IUPK operasi produksi bersifat konsisten secara vertikal dimulai 

dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Mentri. 

Sedangkan untuk kewajiban yang dimiliki pejabat pemerintah, 

pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan 

sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam 

hal ini bersifat inkonsisten terkhusus dalam sanksi bagi pelanggaran 

yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sampai saat ini belum ada 

pengaturan yang jelas dan terperinci. 

2. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Undang-Undang nomor 6 

tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang maka terjadi pemusatan kewenangan pengawasan atas tiap-tiap 

kegiatan usaha pertambangan termasuk reklamasi dan pascatambang, 



69 

yang awal mulanya pemerintah daerah turut memiliki wewenang 

berubah menjadi pemusatan wewenang ke pemerintah pusat dalam hal 

ini ialah Mentri yaitu Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM). Namun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana 

mengenai kewajiban pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian 

ESDM, sehingga pengawasan tidak berjalan dengan maksimal.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Agar segera diselaraskan antara peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksana terkait kegiatan usaha pertambangan hingga reklamasi 

dan pascatambang terlebih melihat banyaknya peraturan dan peraturan 

perubahan mengenai hal tersebut. Hal tersebut ditujukan untuk 

memberikan kepastian hukum dan memberi pengaturan secara rinci dan 

selaras dalam kegiatan usaha pertambangan hingga reklamasi dan 

pascatambang.   

2. Agar segera ditetapkannya pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai 

kewajiban dan kewenangan Mentri untuk melakukan pengawasan dalam 

kegiatan usaha pertambangan hingga reklamasi pascatambang. Hal 

tersebut ditujukan agar pengawasan yang dilakukan dapat dijalankan 

secara maksimal di tiap-tiap titik lubang galian bekas tambang. Selain itu, 

agar segera disempurnakannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dengan merujuk pasal 96 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.  
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